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TEI{TAJ|G

PENEirA.PAN PETUI{.IUK TEKI{IS PEITN'SI'I|AIT DAN PEtrUNJt'K TEKNIS
VALIDASI KA.'IAI{ LII{GKI'I{GAI{ HIDI'P STRATEGIS KABI'PATEN/KOTA

DI PROVITSI I"A.UPUITG

GUBER.ITUR LAMPUITG,

Menimbang:

Mengingat :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf (a), Pasal 15
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, perlu menetapkan Keputusan Gubernur lampung tentang
Penetapan Petunjuk Telcris Penyusunan dan Petunjuk Teknis
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota
di Provinsi La.mpung;

l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
ta}:un 2O22 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimama telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2O22 tefiang Cipta Kela
menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tent-ang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 2022 tentang Cipta Kery'a menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2l
Penyelenggaraan Penataaan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Hidup;

Tahun 2021 tentang

Tahun 2O2l tentang
Pengelolaan Lingkungan

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2OlZ tentang pelaksanaan
Pencapaian Ttrjuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Presiden Nomor 1l l rahun 2022 tentang pelaksanaan
Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan;



10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM..I I 12 / 20 I 7 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Ihjian Lingkungan Hidup Strategis;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1l Tahun 2O2l tent-ang Tata Cara
Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2O2l tentang tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten / Kota;

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2O22 tentang Tata Cara
Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang;

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanalran Nasional Nomor 14 Tahun 2O22 tentang Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2O27
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi l-ampung Tahw 2019-2024;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung;

19. Peraturan Daerah Provinsi l^ampung Nomor 14 Tahun 2023
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi l,ampung Tahun
2023-2043;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GTIBERI{T'R TEI{TANG PENETAPAN PETUNJUK
TEKITIS PEITYUSUITAIT DAN PETUNJUK TEITIUS VALIDASI
XI"'[AIT LIICGKUIYGAIT HIDT'P STRATEGIS KABI,'PATEIY/KOTA
DI PROVITSI LIIUPUf,G.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Petunjuk Teloris Penyusunan dan Petunjuk Teknis
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten / Kota
di Provinsi Iampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
l.ampiran II Keputusan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungart
Hidup Provinsi l,ampung dengan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

Dokumen Petunjuk Telsris Penyusunan dan Petunjuk Teknis
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pj. G,

SUDIN

Tembusan:
l. Bupati/walikota se-Provinsi Lampung;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

fel,ukbetung/h 7 - 2024


